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DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan,
keamanan, ketertiban dan kelancaran angkutan
penyeberangan, perlu dibuat dokumen muatan kapal
berupa daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal
angkutan penyeberangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Daftar Penumpang dan

Kendaraan Angkutan Penyeberangan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,



2016, No.413

10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun
2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional,
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun
2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi
Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Penyeberangan,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar (Port Clearance);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 633);
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12.
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG DAFTAR
PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN
PENYEBERANGAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan
jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang
dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang
dan kendaraan beserta muatannya.

Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa
angkutan penyeberangan termasuk awak kendaraan.
Penumpang Pejalan Kaki adalah penumpang yang akan
mempergunakan jasa angkutan penyeberangan tanpa
menggunakan kendaraan.

Penumpang pada Kendaraan adalah penumpang yang
akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan
dengan menggunakan kendaraan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotor.

Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance ) adalah
dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar
kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan
pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan

kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
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7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.

8. Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan
jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan.

9. Operator Kapal adalah Badan Hukum Indonesia yang
kegiatannya mengusahakan kapal yang digunakan untuk
melayani angkutan penyeberangan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Darat.

BAB II
MEKANISME PEMBUATAN
DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
(1) Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar
wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar.
(2) Untuk  mendapatkan  Surat Persetujuan  Berlayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan
daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan

penyeberangan.
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Pasal 3
Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas :
a. penumpang pejalan kaki;
b. penumpang pada kendaraan; dan/atau

c. kendaraan golongan I s/d IX.

Bagian Kedua

Penumpang Pejalan Kaki

Pasal 4

(1) Penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a sebelum masuk terminal
penumpang wajib membeli tiket.

(2) Petugas operator pelabuhan di loket penjualan tiket wajib
mencatatkan data identitas penumpang.

(3) Data identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), paling sedikit memuat:
a. nama;
b. jenis kelamin;
Cc. usia;
d. alamat (domisili); dan

€. nomor paspor penumpang asing.

Pasal 5
(1) Sebelum masuk ke dalam kapal, penumpang yang telah
memiliki tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib
menyerahkan tiketnya kepada petugas operator kapal.
(2) Petugas operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menyobek tiket dari penumpang.
(3) Petugas operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), menyerahkan potongan tiket kepada penumpang.



